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Sekolah Dilarang
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Menurutnya, sampai se-
jauh ini proses penerimaan
siswa baru berjalan kondu-
sif tanpa adanya paksaan
maupun paket penjualan
seragam oleh institusi seko-
lah. Seragam wajib kini dia-
lihkan sepenuhnya kepada
inisiatif mandiri wali murid,
yang dikoordinasikan lewat
komite orang tua.

“Kalau seragam, setahu-
ku sekarang rata-rata su-
dah diurus sendiri sama
komite orang tua. Jadi,
sekolah’ itu benar-benar
hanya menyediakan untuk
seragam olahraga sama ba-
tik identitas saja,” katanya,
Selasa (30/6).

la menambahkan, untuk
‘seragam reguler seperti pu-
tih-biru atau pramuka, pi-
hak sekolah memberikan
kebebasan penuh kepada
orang tua untuk membeli
di Iuar sesuaf kemampuan
masing-masing.

bareng-bareng (kolektif),
ada juga yang beli sendiri di
luar, seperti di (Jalan) Ibu
Ruswo,” imbuhnya.

Bagi Paramitha, kebijak-
an sekolah yang hanya me-
nyediakan seragam olahra-
ga dan batik identitas di-
nilai sangat rasional, serta

menegaskan, urusan peng-
adaan seragam sekolah se-
penuhnya menjadi ranah

dan kebebasan orang tua

atau wali murid. Lembaga
pendidikan negeri di bawah

han seragam. Itu kan di PP
17 Tahun 2010 sudah jelas
disebutkan,” cetusnya.
Guna mengantisipasi
adanya pelanggaran di la-
pangan, pihaknya pun telah
Surat Edaran

baik jenjang
SD maupun SMP, sama
sekall tidak memiliki ke-

(SE) resmi ke seluruh seko-
lah di wilayah Kota Pelajar

tidak pole-
mik di kalangan orang tua
maupun wali murid.
Pasalnya, kedua jenis
pakaian tersebut memang
merupakan ciri khas dan
identitas visual yang tidak
diproduksi secara massal,
sehingga urung dijumpai di
pasar umum. “Jadi setiap
sekolah pasti beda-beda.
Tapi, kalau untuk seragam
lainnya, kita bebas kok, beli
di luar,” ungkapnya.
Ji

bani orang tua

Di satu sisi, Dinas Pen-
didikan Pemuda dan Olah-
raga (Disdikpora) Kota
Yogya mewanti-wanti se-

apalagi mewajibkan pem-
belian seragam lewat jalur
institusi.

“Mengenai seragam itu
kan sesuai dengan aturan
Kementerian, PP Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pe-
ngelolaan dan Penyeleng-
garaan Pendidikan. Bahwa
pengadaannya_dilakukan
oleh orang tuanya masing-
masing. Terserah orang
tuanya mau beli di mana,
monggo,” ujarnya, saat di-
Konfirmasi, Selasa (30/6).

Kadisdikpora menjabar-
kan, aturan dalam payung
hukum tersebut mengikat
seluruh elemen yang ada
di

sejak jauh-jauh hari. Surat
edaran tersebut menjadi
rambu-rambu tegas, khu-
susnya bagi sekolah negeri,
supay bersth dari segala
bentuk pungutan yang ti-
dak memiliki dasar hukum.

“Kami sudah menyampai-
kah ke sekolah, membuat
surat edaran ke sekolah, ter-
kait dengan hal tersebut, ter-
masuk pungutan-pungutan
yang lainnya. Kalau sekolah
negeri kan tidak boleh ada

tan,” katanya.

Kendati pada tahun-
tahun sebelumnya nihil te-
muan .pelanggaran menge-
nai jual beli seragam yang
masuk ke mejanya, Budi

luruh satuan
di wilayahnya agar tidak
menggulirkan pungutan

Harga sera-
gam pun menjadi sangat
variatif dan fleksibel karena
disesuaikan dengan kebu-
tuhan dan kesepakatan an-
tar-orang tua murid, tanpa
adanya intervensi dari lem-
baga pendidikan.

“Sudah enggak ada pun-
gutan sih setahuku. Har-
ganya variatif karena ter-
gantung jumlah seragam
yang mau dibeli. Ada wali
murid yang pengadaannya

Laporkan Jika
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Regulasi tersebut menca-
kup Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan . Pendidik-
an serta Peraturan Mente-
ri Pendidikan dan Kebudaya-
an (Permendikbud) Nomor 50
Tahun 2022 tentang Pakaian
Seragam Sekolah bagi Peser-
ta Didik Jenjang Pendidikan
Dasar dan Menengah. “

merintah pusat, larangan ini
juga diperkuat oleh aturan
pemerintah daerah. Dinas
pendidikan setempat telah
mengeluarkan surat edaran
yang mengatur secara spesi-
fik larangan praktik jual beli
seragam di sekolah, terma-
suk larangan penjualan yang
dilakukan melalui komite se-
kolah.

“Aturan sudah jelas dan te-
gas sehingga menjadi pen-
ting bagi sekolah termasuk
komite sekolah untuk tidak
menjual seragam ataupun ba-
han seragam sekolah apalagi

liar,
penjualan seragam sekolah
pada momen Sistem Pene-

rimaan Murid Baru (SPMB) .

tahun ini,
Langkah preventif terse-
but diambil guna memas-

* tikan proses penerimaan

siswa baru berjalan trans-
paran, akuntabel, dan ti-
dak membebani orang tua
murid.

sekolah, ti-

dak hanya secara institusi
safa. Alhasil, larangan pen-
Jjualan pakaian atau bahan
‘seragam juga berlaku bagi
organisasi internal seperti
koperast sekolah, hingga
oknum guru dan tenaga ke-
pendidikan secara individu.
“Sekolah tidak boleh me-
nawarkan, baik atas nama
koperasi, atas nama seko-
lahan, maupun atas nama
individu sekolah. Misalnya
di kelas, guru dan tena-

Kepala Di Kota
Yogya, Budi Santosa Asrori

mewajibkan membeli di seko-
lah dan menjadikan pembeli-
an seragam di sekolah untuk
persyaratan daftar ulang. Bi-
asanya orangtua/wali murid
dikumpulkan oleh pihak se-
kolah pada awal masuk se-
kolah salah satu pembahas-
annya adalah soal seragam
sekolah,” tegas Baharuddin
Kamba.

Sebagai bentuk pengawas-
an publik, JCW membuka la-
yanan pengaduan bagi ma-
syarakat yang mendapati

Me 7 adanya i i _praktik pe:
Selain _regulasi dari pe- T j

ragam -oleh pihak sekolah
selama masa SPMB berlang-
sung. Masyarakat diimbau
untuk tidak ragu melapor-
kan temuan tersebut beserta
bukti pendukung.

“Apabila publik menemu-
kan adanya pelanggaran da-
lam seragam sekolah pada
SPMB dapat melaporkannya
ke nomor WA 0821 3832
0677. Tentunya disertai buk-
ti yang adanya

ga dilarang
menjual pakaian atau ba-

tambahnya.

Kepala Petwakilan ORI DIY,
Muflihul “Hadi menegaskan
sekolah tidak boleh menjual
seragam kepada peserta di-
dik baru. Terlebih saat ini su-
dah ada yang tertuang dalam
Peraturan Menteri Pendidik-
an, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 50 Tahun
2022.

Di sisi lain, Gubernur: DIY
telah melarang praktik- jual
beli seragam di sekolah me-
lalui Peraturan + Gubernur
No 43 Tahun 2023. Menu-
rut did, aturan tersebut me-
negaskan larangan sekolah
menjual seragam.

“Aturan dan SE dari Guber-
nur masih berlaku. Sekolah
dilarang menjual seragam,”
Katanya, Selasa (30/6). |

la menyebut saat ini pihak-
nya belum menerima aduan
terkait praktik jual” beli se-
ragam di sekolah. Pasalnya
hingga saat ini Sistem Pe-
nerimaan Murid Baru (SPMB)

tetap diperketat. Disdikpo-
ra pun membuka diff terha-
dap laporan dan aduan dari
masyarakat atau lembaga
swadaya, jika menemukan
praktik menyimpamg sela-
ma proses SPMB bergulir.

“Kemarin alhamdulillah
enggak ada (temuan). Bia-
sanya kalau ada, ditemu-
kan, ya LSM atau siapa ada
komplain dari magyarakat.
Tapi kami harapkan tahun
ini semua pihak bisa mena-
ati aturan yang ada,” kata-
nya. (aka)

kolaborasi dengan lintas in-
stansi, termasuk dinas ter-
kait. Pihaknya pun meminta
orahgtua atau wali murid un-
tuk melapor jika menemukan
praktik jual beli seragam.

“Unfuk posko sudah kami
buat sejak awal proses
SPMB. Lalu ada juga peng-
awasan kolaborasi lintas in-
stansi. Kami juga sudah
membuat WhatsApp grup ko-
ordinasi antardinas. Untuk la-
poran terkait seragam sam-
pai saat ini belum ada yang
masuk ke kita. Jika ada la-
poran seragam, tetap akan
kita. tindak lanjuti,” terang-
n)

ya,

Saat ini, aduan yang ma-
suk ke Posko SPMB ORI DIY
masih didominasi proses pe-
nerimaan peserta didik baru,
khususnya di tingkat SMP
dan SMA.

“Yang masuk ke kita dido-
minasi proses PPDB, khusus-
nya tingkat SMP dan SMA.
Ada yang numpang KK, ada

pelanggaran dalam pengada-
an seragam sekolah. Lapor-
an akan kami tindaklanjuti ke
dinas idil setempat,”

_masih

_ Sebagai langkah' antisipa-
i Y sudah membuka

posko SPMB. Pihaknya juga

b

er-

sistem - per-
hitungan nilai prestasi, ada
juga masalah mutasi, dan
lainJain. Variannya banyak,”
imbuhnya. (maw,/han)

Instansi

Nilal Berita

Sifat

Tindak Lanjut
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